BAB IV

==

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada uraian bab sebelumnya, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

s

Pemeriksaan dan kekuatan hukum dalam pembuktian keterangan oleh
saksi mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bahwa saksi
mahkota diwajibkan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang
diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang ia lakukan, ia ketahui, atau
ia alami sendiri, meskipun itu memberatkan dirinya sendiri. Penggunaan
alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang
berbentuk  penyertaan (deelneming), dan dengan berpedoman pada
Pasal 142 KUHAP terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan
pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat
penyidikan.

Bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota dengan asas unus
testis nullus testis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan
bahwa Asas Unus Testis Nullus Testis menghendaki idealnya terdapat
lebih dari satu saksi dalam pembuktian suatu delik. Namun
pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan
asas Unus Testis Nullus Testis ini tidak berlaku apabila disertai dengan
suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini senada dengan kesimpulan yang

diberikan oleh Djoko Prakoso yang menyebutkan bahwa : Aturan “unus
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BENTUK PERTENTANGAN ANTARA KEBERADAAN SAKSI
MAHKOTA DENGAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penulis, Pembimbing Pertama,
ANNEKE WULANDARI Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
011900549 Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Terlihat dua respon yang berbeda dari Mahkamah Agung atas keberadaan
saksi mahkota. Satu sisi menerima keberadaan saksi mahkota demi mengatasi
masalah perkara kurang saksi atau terbentur asas Unus Testis Nullus Testis,namun
di sisi lain menolak keberadaan saksi mahkota karena dinilai melanggar hak asasi
manusia, dalam hal ini hak terdakwa. Dengan menggunakan metodologi yuridis
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,
penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai
bagaimana proses pemeriksaan dan kekuatan hukum dalam pembuktian
keterangan oleh saksi mahkota pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta
bagaimana bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota dengan asas
unus testis nullus testis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pemeriksaan
dan kekuatan hukum dalam pembuktian keterangan oleh saksi mahkota pada
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
KUHAP, keterangan saksi mahkota tidak berkualitas sebagai alat bukti keterangan
saksi. Oleh karena saksi mahkota tidak dapat mengesampingkan asas Unus Testis
Nullus Testis. Dengan perkataan lain kurangnya saksi tidak tertutupi dengan
adanya saksi mahkota. Bentuk pertentangan antara keberadaan saksi mahkota
dengan asas unus testis nullus testis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
didasarkan pada Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 memperbolehkan adanya saksi
mahkota dengan kondisi perkara kurang saksi schingga terbentur asas Unus Testis
Nullus Testis. Namun sebenarnya kondisi perkara kurang saksi tidak menjadi
alasan membenarkan atau membuka peluang bagi JPU untuk memaksakan
menghadirkan saksi mahkota. Terhadap perkarakurang saksi yang terbentur asas
Unus Testis Nullus Testis tidak dapat diajukan ke pengadilan atau terdakwa
diputus bebas. Hal tersebut hendaknya dapat diterima, karena memang tidak
diharuskan seluruh terdakwa diputus bersalah.

Kata Kunei : Saksi, Mahkota, Unus Testis Nullus Testis.
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